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Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah : 

UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 
UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2018; PermenpanRB Nomor 35 Tahun 
2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 6 Tahun 2017; PKPU Nomor 14 Tahun 
2020; Keputusan KPU RI Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019;  

 
Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 22/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 
diatur tentang: 

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen 
Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kota Mojokerto; Standar 
Operasional Prosedur Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian 
Antarwaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kota Mojokerto, menjadi pedoman di lingkungan 
KPU Kota Mojokerto. 

 

CATATAN :   - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2020.  

- Lampiran 3 halaman. 

  

a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2019; 

b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Manjamen 
Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Mojokerto pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto; 


